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DPR RI telah mengesahkan Undang Undang Harmom— A

sasi Peraturan Perpa]aka,n
(HPP) dalam Rapat Paripurna . FOKUS MI
pada Kamis (7/10). Di dalam
produk hukum anyar itu,:
terdapat Program Pengung- -
kapan Sukarela (PPS) yang .
" sebagian kalangan menye-.
butnya sebagai tax amnesty .
]]lld II. B -
Me1a1u1 PPS pemermtah
berharap ada kenaikan kepa-
~ tuhan sukarela wajib. pa]ak Program 1tu ]uga tak 1epas
dari ‘upaya reformasi perpajakan. dan konsolidasi
ﬁskal untuk menyehatkan APBN. :
Namun Institute for ’Developmem: of Economlc:s and .
. Finarnce (Indef) menildi program itu akan menjadi .
bumerang. Apakah PPS mampu memenum harapan '

Pmda: QR Code L
‘untuk ulasan
selengkapnya

pemerintah? Atau malah menjadi. bumerang‘? Baca - *

' 'selengkapnya di laporan Pokus han ini. (er/X—'If)
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